PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 023 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH

Menimbang :

Mengingat:

MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 903/1043/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan
Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah
Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 24
Februari 2017;

bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia jenjang pendidikan
menengah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu
sesuai standar nasional pendidikan, perlu dukungan pembiayaan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) bagi Satuan Pendidikan SMA/SMK;

bahwa agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) SMA/SMK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan
akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu
diatur melalui petunjuk teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Daerah Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukkan Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pendidikan Menengah Universal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016
tentang Komite Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun 2018;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 100);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0162
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
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31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0119 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 119) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 0119 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program
bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan kepada Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan untuk mendukung penyediaan biaya personalia dan non personalia
bagi sekolah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang belum dibiayai oleh dana BOS
Pusat maupun sumber dana lainnya.

. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja
di bidang tertentu.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan konselor
yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan
dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga administrasi
pendidikan, tenaga laboran, pustakawan, operator, penjaga sekolah, satpam dan
petugas kebersihan.

. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah

rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik
yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
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7. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah forum atau
wadah kegiatan profesional Guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB,
SMA/MA, SMALB/MALB yang berada pada 1 (satu) wilayah/kabupaten/kota/
kecamatan/sanggar/gugus sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling
berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka
meningkatkan kinerja Guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran
kelas.

8. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau
akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang
direncanakan.

9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta
didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis penyaluran dana BOSDA ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi
Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan)
dalam hal menyalurkan dana BOSDA kepada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis mengenai penyaluran dana BOSDA sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd
ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 23



